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BADAN PENGAWAS PEMILINAN UMUM
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Sifat : Penting

Lampiran b

Perihal : Imbauan

Yth. Pimpinan PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
(JI. Raya Sumengko No. 306, Sidomoro,
Pasinan Lembah Putih, Kec. Wringinanom,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61176)

di-

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang- undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan
Pemungutan suara, Dukungna Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan
Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum  Nomor
127/PM.00/K1/03//2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil
Walikota;
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B. Imbauan
Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, disampaikan beberapa

hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2015
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Jumlah
surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua
setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan
Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2015
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi
“Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang
ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan harus menjaga kerahasiaan,
keamanan, serta keutuhan surat suara”,

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190A Undang-Undang 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Penyelenggara Pemilihan, atau
perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah
surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua
setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan
Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan
paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta
rupiah)’.

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam Pengadaan dan
Pendistribusian Logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 daerah
Pemilihan Kabupaten Dompu, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Dompu menghimbau
kepada Pihak Perusahaan untuk tidak mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan
oleh KPU Kabupaten Dompu, serta menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat
suara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut
diatas.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan
terima kasih.

KETUA,
SWASTARI
Tembusan: \
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Pertinggal.
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Dompu
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